LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK STIA LAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi

sumber daya manusia di bidang adrninistrasi bagi
Lembaga Administrasi Negara dan kementerian/
lembaga/ daerah perlu dilakukan transformasi
kelembagaan Sekolah Tinggi IImu Administrasi
Lembaga Administrasi Negara menjadi Politeknik STIA
LAN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang
Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Rektor/ Ketua/ Direktur pada
Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 549);

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK

STIA LAN.
BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Politeknik STIA LAN yang selanjutnya disebut Poltek

(2)

STIA LAN merupakan Unit Pelaksana Teknis yang
berbentuk perguruan tinggi di lingkungan Lembaga
Administrasi Negara (LAN) yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala LAN melalui
Sekretaris Utama.

Pembinaan Poltek STIA LAN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) secara teknis akademik dilaksanakan
oleh Menteri di bidang Pendidikan. Tinggi dan



pembinaan secara teknis operasional dan administratif
dilaksanakan oleh Kepala LAN.

(3) Poltek STIA LAN dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2
Poltek STIA LAN terdiri atas:
a. Poltek STIA LAN Jakarta di Jakarta;

b. Poltek STIA LAN Bandung di Bandung; dan
c. Poltek STIA LAN Makassar di Makassar.

Pasal 3

Poltek STIA LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi
dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan
pendidikan profesi di bidang administrasi.

Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Poltek STIA LAN menyelenggarakan tugas:
penyusunan rencana dan program pendidikan;
penyelenggaraan pendidikan di bidang administrasi;
pelaksanaan penelitian;
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
pelaksanaan sistem pengawasan internal;

pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
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pengelolaan laboratorium, perpustakaan, teknologi
informasi, dan penerbitan, serta sarana dan prasarana
penunjang lainnya;

I.  pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi
akademik dan kerja sama;

j. pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan dan
administrasi umum;

k. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi
kemahasiswaan, alumni, dan hubungan masyarakat;

dan
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1. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi program
kegiatan.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Poltek STIA LAN terdiri atas:

a.
b.
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]-
k.

Direktur;

Wakil Direktur;

Senat;

Jurusan;

Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama;
Bagian Keuangan dan Administrasi Umum;

Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni,
dan Hubungan Masyarakat;

Unsur Pendukung;

Unit Pelaksana Teknis;

Satuan Pengawas Internal; dan

Dewan Penyantun.

(2) Struktur Organisasi Poltek STIA LAN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Lembaga ini.

Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf a merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan
memimpin Poltek STIA LAN.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang
Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur.

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan
membantu Direktur dalam memimpin Poltek STIA
LAN.

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. Wakil Direktur Bidang Akademik;

b. Wakil Direktur Bidang Umum; dan

c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 8

Wakil Direktur Bidang Akademik bertugas
mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja
sama.

Wakil Direktur Bidang Umum bertugas
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang
administrasi keuangan, perencanaan dan evaluasi
program, sumber daya manusia, testa usaha, dan
rumah tangga.

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan bertugas
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang
kemahasiswaan, alumni, dan hubungan masyarakat.

Bagian Ketiga
Senat

Pasal 9

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf ¢ merupakan unsur penyusun kebijakan Poltek
STIA LAN yang melaksanakan fungsi pemberian
pertimbangan dan pengawasan akademik.



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala
LAN tentang Statuta Poltek STIA LAN.

Bagian Keempat
Jurusan

Pasal 10
Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf d merupakan unsur pelaksana akademik.
Jurusan terdiri atas:
a. Ketua;
Sekretaris;

b

c. program studi;

d laboratorium; dan
e

Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Pasal 11

Jurusan dipimpin oleh Ketua yang merupakan dosen
yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam
pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil
Direktur Bidang Akademik.

Dalam melaksanakan. tugasnya, Ketua Jurusan
dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan yang
merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 12

Jurusan melaksanakan tugas mengkoordinasikan
program studi dalam penyusunan rencana dan
evaluasi program dan pelaksanaan pendidikan dan
pembelajaran.

Jurusan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi program pendidikan dan pembelajaran;

dan



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

b. koordinasi pengembangan kurikulum, Rencana
Pembelajaran Semester (RPS), dan bahan ajar.

Pasal 13

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf ¢ merupakan unsur pelaksana
akademik.

Program Studi dipimpin oleh Ketua yang merupakan
Dosen yang diberikan tugas tambahan, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Program Studi
dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi yang
merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 14

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf ¢ mempunyai tugas menyusun rencana
dan mengevaluasi program dan pelaksanaan
pendidikan dan pembelajaran di lingkup Program
Studi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Program Studi menyelenggarakan
fungsi:

a. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program
pendidikan dan pembelajaran; dan

b. pengembangan kurikulum, Rencana Kegiatan dan
Pembelajaran Semester (RKPS), dan bahan ajar.

Pasal 15

(1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (2) huruf d merupakan sarana penunjang
Jurusan dalam satu rumpun disiplin ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keperluan
jurusan yang bersangkutan dan sumber daya dasar
untuk pengembangan ilmu dan pendidikan.



(2) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
Jurusan.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e
melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian,
dan pengabdian pada masyarakat.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen terbagi dalam
beberapa bidang keahlian.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen bertanggung
jawab kepada Ketua Jurusan.

(4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional
Dosen dilakukan oleh Direktur.

Bagian Kelima
Bagian. Administrasi Akademik dan Kerja Sama

Pasal 17

(1) Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e
merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang
akademik dan kerja sama.

(2) Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama
dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam
pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil
Direktur Bidang Akademik.

Pasal 18

Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama mempunyali
tugas melaksanakan penyusunan program pendidikan dan
bahan ajar, pengelolaan administrasi akademik, praktik
kerja lapangan, praktik laboratorium, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan
administrasi kerja sama.



Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program pendidikan dan bahan ajar;

b. pengelolaan administrasi akademik;

c. pengelolaan administrasi pelaksanaan praktik kerja
lapangan;

d. pengelolaan administrasi pelaksanaan praktik
laboratorium;

e. pengelolaan administrasi pelaksanaan penelitian dan
pengabdian masyarakat; dan

f. pengelolaan administrasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 20

Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama terdiri atas:
a. Subbagian Administrasi Akademik; dan
b. Subbagian Administrasi Kerja Sama.

Pasal 21

Subbagian Administrasi Akademik dan Subbagian
Administrasi Kerja Sama masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik dan
Kerja Sama.

Pasal 22

(1) Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas
melakukan penyiapan penyusunan program
pendidikan dan bahan ajar, pengelolaan administrasi
akademik, dan penyiapan pelaksanaan praktik kerja
lapangan.

(2) Subbagian Administrasi Kerja Sama mempunyai tugas
melakukan pengelolaan administrasi kerj a sama.
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Bagian Keenam
Bagian Keuangan dan Administrasi Umum

Pasal 23

(1) Bagian Keuangan dan Administrasi Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f
merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang
keuangan dan administrasi umum.

(2) Bagian Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin
oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan
tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang
Umum.

Pasal 24

Bagian Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai
tugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran,
pelaporan, evaluasi, administrasi keuangan, pengelolaan
barang milik negara, rumah tangga, pengelolaan sumber
daya manusia, tata laksana, pengelolaan bahan di bidang
hukum, pengelolaan arsip, dan pengadaan barang dan

jasa.

Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24, Bagian Keuangan dan Administrasi Umum
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dokumen perencanaan program dan
pelaksanaan anggaran, serta pemantauan dan
evaluasi program;

pengelolaan urusan administrasi keuangan;
pengelolaan barang milik negara;

o O T

pengelolaan perjalanan dinas;

e. pengelolaan kebutuhan kerumahtanggaan dan
keamanan;

f. pengelolaan sumber daya manusia dan tata laksana;

g. pengelolaan bahan di bidang hukum;



h.

pengelolaan urusan kearsipan, surat menyurat,
ekspedisi, penggandaan, dan kesekretariatan; dan

pengadaan barang dan jasa.

Pasal 26

Bagian Keuangan dan Administrasi Umum terdiri atas:

a.

b
C.
d

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program;
Subbagian Keuangan;
Subbagian Sumber Daya Manusia; dan

Subbagian Arsip, Barang Milik Negara, dan
Perlengkapan.

Pasal 27

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program, Subbagian

Keuangan, Subbagian Sumber Daya Manusia, dan

Subbagian Arsip, Barang Milik Negara, dan Perlengkapan

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian

Keuangan dan Administrasi Umum.

(1)

(2)

Pasal 28

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana program dan anggaran,
pemantauan dan evaluasi program, koordinasi
penyusunan laporan pelaksanaan program,
pengelolaan dan pelayanan informasi perencanaan dan
evaluasi program.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan layanan urusan perbendaharaan yaitu
melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan,
pembayaran atau penyerahan, penatausahaan,
pertanggungjawaban keuangan, dan surat berharga,
urusan verifikasi terhadap pengajuan dan pertanggung
jawaban anggaran, pelaporan realisasi, dan
penghitungan anggaran, dan urusan akuntansi dan
pelaporan keuangan, serta pengelolaan dan pelayanan



-12 -

informasi keuangan.

(3) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melakukan urusan penyiapan bahan pembinaan
sumber daya manusia, tata laksana, penyiapan bahan
hukum, pengelolaan data dan informasi sumber daya
manusia, pelayanan dan administrasi sumber daya
manusia.

(4) Subbagian Arsip, Barang Milik Negara, dan
Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan
kebutuhan kerumahtanggaan perlengkapan,
keamanan, perjalanan dinas, pelaksanaan urusan
pengelolaan kearsipan, surat menyurat, ekspedisi,
penggandaan, kesekretariatan, pelaksanaan
pengelolaan barang milik negara, dan pengadaan
barang dan jasa.

Bagian Ketujuh

Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni,
dan Hubungan Masyarakat

Pasal 29

(1) Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni, dan
Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana
administrasi di bidang kemahasiswaan, alumni, dan
hubungan masyarakat.

(2) Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni, dan
Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Direktur dan dalam pelaksanaan tugasnya
dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang
Kemahasiswaan.

Pasal 30
Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan
Hubungan Masyarakat melaksanakan tugas administrasi
kemahasiswaan, pembinaan alumni, dan hubungan
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masyarakat.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30, Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni,
dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan urusan administrasi kemahasiswaan dan
pembinaan alumni; dan

b. pengelolaan urusan kehumasan.

Pasal 32

Bagian. Administrasi Kemahasiswaan, Alumni, dan
Hubungan Masyarakat terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni;
dan

b. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 33

Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni, dan
Subbagian Hubungan Masyarakat masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Kemahasiswaan, Alumni, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 34

(1) Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni
mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi
kemahasiswaan dan pembinaan alumni.

(2) Subbagian Administrasi Hubungan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan urusan kehumasan.

Bagian Kedelapan
Unsur Pendukung
Pasal 35

Unsur Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf h terdiri atas:



(1)

(2)
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Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
dan

Pusat Penjaminan Mutu.

Pasal 36

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terdiri
atas:

a. Ketua; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
yang selanjutnya disingkat P3M sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pendukung
pimpinan di bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.

(3) P3M mempunyai tugas melakukan koordinasi

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, dan pengembangan keahlian, turut
berperan dalam pengembangan karya ilmiah di bidang
administrasi.

P3M dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan
Dosen yang diberikan tugas tambahan, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf b melaksanakan penelitian,
pengabdian pada masyarakat, pengembangan
keahlian, dan pengembangan karya ilmiah di bidang
administrasi.

Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam beberapa
bidang keahlian.

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab
kepada Ketua P3M.

Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan
oleh Direktur.
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Pasal 38

(1) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas:

a. Ketua; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pusat Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat

(3)

P2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
unsur pendukung pimpinan di bidang penjaminan
mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada
masyarakat.

P2M mempunyai tugas melakukan koordinasi
pelaksanaan kegiatan di bidang penjaminan mutu
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

(4) P2M dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan

(1)

(2)

(3)

(4)

bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 huruf b melaksanakan kegiatan di
bidang penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat.

Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam beberapa
bidang keahlian.

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab
kepada Ketua P2M.

Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan
oleh Direktur.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 40

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huruf i terdiri atas:

a.
b.

Perpustakaan; dan
Unit Teknologi Informasi.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Pasal 41

Pepustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
huruf a merupakan unit pelaksana teknis di Poltek
STIA LAN.

Perpustakaan  mempunyai tugas melakukan
pengelolaan kepustakaan.

Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang
merupakan Pustakawan atau Dosen yang diberikan
tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur.

Pasal 42

Unit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf b merupakan unit pelaksana
teknis di Poltek STIA LAN.

Unit Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan teknologi informasi.

Unit Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala yang
merupakan pranata komputer atau Dosen yang
diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kesepuluh
Satuan Pengawas Internal

Pasal 43

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j merupakan unsur
pembantu pimpinan di bidang pengawasan internal
nonakademik.

Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur.
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Bagian Kesebelas
Dewan Penyantun

Pasal 44

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huruf k merupakan unsur yang memberikan
pertimbangan nonakademik dan membantu
mengembangkan Poltek STIA LAN.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Kepala LAN tentang Statuta Poltek STIA
LAN.

BAB Il
TATA KERJA

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja
di lingkungan Poltek STIA LAN hams menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan
Poltek STIA LAN maupun antar unit kerja di lingkungan
LAN dan instansi lain di luar LAN sesuai dengan fungsi dan
tugas masing-masing.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 47

Setiap Pimpinan unit organisasi di lingkungan Poltek STIA
LAN bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas
bawahannya.
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Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi hams mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal 49

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan
laporan juga hams disampaikan kepada Pimpinan unit
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Pasal 50

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi
dari bawahan harus diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.

Pasal 51

(1) Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala LAN
melalui Sekretaris Utama.

(2) Wakil Direktur, Kepala Satuan Pengawas Internal,
Ketua Jurusan, Kepala Bagian, Ketua P3M, Ketua
P2M, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Unit Teknologi
Informasi menyampaikan laporan kepada Direktur.

(3) Kepala Subbagian menyampaikan laporan kepada
Kepala Bagiannya masing-masing.

(4) Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan
Pejabat Fungsional Dosen, menyampaikan laporan
kepada Ketua Jurusan.

(5) Pejabat Fungsional Tertentu lainnya menyampaikan
laporan kepada pimpinan unitnya masing-masing.
Pasal 52

Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan
masing-masing, setiap pimpinan unit organisasi hams
mengadakan rapat berkala.
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BAB IV
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 53

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Satuan Pengawas
Internal, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua
Program Studi, Sekretaris Program Studi, Ketua P3M,
Ketua P2M, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Unit
Teknologi Informasi, merupakan jabatan nonstruktural.

Pasal 54

(1) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator.
(2) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas.

Pasal 55

(1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala LAN.

(2) Kepala Satuan Pengawas Internal, Ketua Jurusan,
Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris
Program Studi, Ketua P3M, Ketua P2M, Kepala
Perpustakaan, dan Kepala Unit Teknologi Informasi
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 56

Struktur organisasi Poltek STIA LAN tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Lembaga ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

(1) Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai
berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat
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yang memangku jabatan yang diangkat berdasarkan
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 535/V/4/6/ 1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga
Administrasi Negara di Jakarta, Bandung, dan Ujung
Pandang, tetap melaksanakan tugas dan fungsi STIA
LAN sampai dengan dibentuknya diangkat pejabat
bare berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga ini atau
berakhirnya program akademik.

(2) Semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor
535/V/4/6/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerj a
Sekolah Tinggi IIlmu Administrasi Lembaga
Administrasi Negara di Jakarta, Bandung, dan Ujung
Pandang, tetap berlaku sepanjang belum diatur dan
tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga
ini.

(3) Seluruh harta, hak, dan kewajiban, alumni, serta
dokumen akademik STIA LAN diintegrasikan ke dalam.
Poltek STIA LAN, paling lambat 1 (satu) tahun sejak
beralihnya status STIA LAN menjadi Poltek STIA LAN.

(4) Status mahasiswa yang masih aktif menjalankan masa
studinya sebelum Peraturan Kepala Lembaga ini
berlaku, tetap dapat menyelesaikan studinya sesuai
dengan program studi saat mahasiswa tersebut
terdaftar di STIA LAN.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku,
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
535/V/4/6/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekolah Tinggi IImu Administrasi Lembaga Administrasi
Negara di Jakarta, Bandung, dan Ujung Pandang, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 59
Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal

1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 846

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

71
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R SMA NDWIYANA
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA HUKUM DAN ORGANISASI, Ttd.

2 ADI SURYANTO
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